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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai
upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan,
dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya
konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan
penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012
maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan
standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai POM di Palu sebagai salah
satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka
perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan
publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas
kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas
data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga
kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima
maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara
dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

° Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan
kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai POM di Palu.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diberikan;

Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di
Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain :

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM,;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui
peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.
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BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 pada Balai POM di Palu dengan membentuk
tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner melalui tautan yang diberikan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9

unsur pengukuran Kkepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur

yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai POM di Palu vyaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan;

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman;

7.  Perilaku pelaksana : Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan;

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran
dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut;

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,
mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
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2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan
https://bit.ly/SKM_BPOMPALU pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan,
serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik per bulan dan pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat memerlukan waktu 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut :

No. Tahapan Kegiatan Periode Pelaksanaan JumKIermjaHarl
1. Pengumpulan data survei Tanggal 1 s.d 28 Februari 18
2026
Pengolahan survei dan
2. Pelaporan oleh UPP Tanggal 3 Maret 2026 1
2.5 Kriteria Penilaian
Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Konversi Pelayanan Pelayanan
65,00 — 76,60 C Kurang Baik
76,61 - 88,30 B Baik
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3.1 Data Penerima Layanan SKM

BAB IlI
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

Pendidikan

HNo Nama Lengkap Umur Jenis Kelamin Terakhir Pekerjaan Utama | Nama Instansi/ Perusahaan Tujuan

1 INDRA GUNAW AN 24 Lakilaii SDISMP/SMA PNS/TNI/Polri POLDA SULTENG Pengujisn CObat dan Makanan

2 HANS JUAN CARLOS b Lakilaki SDISMPSMA PMS/TNI/Polri Paolres Sigi Pengujian Obat dan Makanan

3 I'WAYAN PEMDI ARIAWAM p. i Lakilgki SDISMP/SMA PMS/TNI/Polri gg&_ﬁ:;ﬂKom FOLDA Pengujisn Cbat dan Makanan

4 |Yahys 43 Lakilaki SDSMPSMA Wiraswasta Masyarskat Fengaduan Mesyarakat dan Informasi Obat dan Mekanan
5 Ramadan a0 Laki-l=kxi SDSMPSMA Pegawai Swasta PT. Pan Asia Palu Pengujian Obat dan Makanan

8 Pahri s har umago 2 Laki-l=ki SDSMPSMA PMNSTNI/Polri Polres Tojo unauna Pengujian Obat dan Makanan

7 |At Tanggi p.:] Lakilaki SDSMPSMA PMS/THI/Polri Polres poso Pengujisn Cbat dan Makanan

8 MNur Asiawati Dianinsih 6 Perempuan D451 Pegawai Swasta LMK Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Mskanan
a9 | Jor dhy 5 Laki-l=kxi D451 Wirsswesta PT. Segar Jaya Pengujian Obat dan Makanan

0 |Anak agung surys andika putra e Lakilaki SDISMPSMA PMS/TNI/Polri Paolres buol Pengujian Obat dan Makanan

" [Faiar 32 Laki-lgki S52'Profesi'S3 PHS TN/ Polri Polres sigi Pengujian Obat dan Makanan

12 |AHsasanudin Mangge a8 Laki-l=ki SDSMPSMA Wiraswasta LMK Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Mskanan
13 |Ahmat Syahril 24 Lakilgki SDISMP/SMA PMS/TNI/Polri Polresta Palu Pengujisn Cbat dan Makanan

4 |Mahmuda Bin Harun Rasyid 43 Lakilaki S2Profesi’53 PenelitiDosen Kelusta | kelor Ustadz ) Pengadusn Mesyarskst dan Informasi Obsat dan Makanan
15 || NYOMAN MULIARTAWAN, 5. H 0 Laki-lgki D451 PHS TN/ Polri Polres Parigi Moutong Pengujian Obat dan Makanan

% |l putu gede indra kesuma 40 Laki-l=ki D451 PMNS TN/ Polri Polresta palu Pengujian Obat dan Makanan

17 |REman 46 Laki-laki SOFSMPIEMA PNS/TNI/Polri Satnarkoba Folres Poso Pengujian Obat dan Makanan

18  |Meohfirdaus bahrun p.: ] Lakilaki D451 PMS/TNI/Polri Polres banggai Pengujian Cbat dan Makanan

19 |Justicia Lshis 34 Laki-laki SDFSMPrSMA PNS/TNI/Polri Satnarkoba Resta Palu Pengujian Cbat dan Makanan

2 |Subrianto B. 36 Leki-laki SOFSMPrSMA PNS/THNI/Polri Faolresta Palu Fengujian Obat dan Makanan

A |Rical R 34 Laki-laki D451 PNS/TNI/Polri Paolres Sigi Pengujian Cbat dan hMakanan

2 |Maulidyani 33 Perempuan S2Profesi'33 PenelitiDosen Tadulsko Fengaduan Mesyarakat dan Informasi Obat dan Mekanan
B |Moval 50 Laki-laki 52/ Profesi/53 PMNS/THNI/Polri PTSP Pengaduan Mesyarakat dan Informasi Obat dan Mekanan
X |Punamasani 39 Perempuan SDSMPSMA W irsswests | Amirs frozen Pengaduan Masyarakat dan Informas i Obat dan Mskanan
X |lgedesgus sukariysss, SH 20 Lakilaki D451 PMS/THI/Polri Ditesnaroba polda sulteng Pengujisn Cbat dan Makanan

X |Selma Agustina 2z Perempuan SDSMPSMA Felajar Uni itss Tadulsko Fengaduan Mesyarskst dan Informasi Obsat dan Mekanan
Z |l made pendi hariono 3 Laki-laki SDSMP/SMA PHNSTNI/ Polri Polres parigi moutong Pengujian Cbat dan Makanan

= Siti Daronah 45 Perempuan SDSMPSMA W irsswests Pempsk najwa Pengujian O'bat dan Makanan

B |Munifsh SE 45 Perempuan D451 (Wiraswasta Raiza frozen Pengaduan Mesyarakst dan Informasi Obst dan Mskanan

Data dan karakteristik penerima layanan

Jenis Kelamin

m Laki-laki = Perempuan

Grafik 1. Proporsi Jenis Kelamin Pelanggan
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Grafik 2. Rentang usia pelanggan
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3.2 Jumlah Penerima Layanan SKM
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah penerima layanan yang diperoleh yaitu
29 orang dengan rincian dan karakteristik sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Jumlah Responden Persentase (%)

1 Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Informasi 10 34,48 %
Obat dan Makanan

2 Pengujian Obat dan Makanan 19 65,52 %

3 Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan 0 0
Olahan yang Baik (CPPOB)

4 Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan 0 0
Makanan

5 Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan 0 0
Makanan

6 Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 0 0

7 Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat 0 0
Tradisional yang Baik (CPOTB)

8 Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan 0 0
Kosmetika yang Baik (CPKB)

9 Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi 0 0
Kosmetika

Jenis Pelayanan

Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon...
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara...
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara...

Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik...
Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat...
Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat...
Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi...

Pengujian Obat dan Makanan —ja— J

Pengaduan Masyarakat dan Permintaan... Em——
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H Persentase (%) HJumlah Responden

Grafik 5. Jenis Pelayanan
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3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan link sapaapip dan excel diperoleh hasil sebagai
berikut :
a) Nilai SKM per jenis layanan
Jenis Layanan U1 u2 U3 U4 us U6 U7 us U9 ;i:/ll
Pengaduan
Masyarakat dan
Permintaan 96.67 | 100 | 99.44 | 100 100 100 100 100 100 99.57
Informasi Obat dan
Makanan
Pengujian Obat 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
dan Makanan
b) Nilai SKM per unsur
Unsur Deskripsi Hasil
Ul 1 | Persyaratan Pelayanan 98,85
U2 2 Sistem/Mekanisme/Prosedur
Pelayanan 100,00
3 | Waktu Pelayanan 100,00
U3
4 | Waktu Penyelesaian 100,00 99,81
5 Respon/Kecepatan Petugas 99,43
u4 6 | Biaya/Tarif Pelayanan 100,00
U5 7 | Kesesuaian Produk Pelayanan 100,00
ué 8 | Kompetensi Petugas 100,00
u7 9 | Perilaku Petugas 100,00
U8 | 10 | Penanganan Pengaduan 100,00
U9 | 11 | Sarana dan Prasarana 99,28
Total 99,85
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan A
Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK
Keterangan :
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 — 100,00)
Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 — 76,60)
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 — 64,99)
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Nilai SKM Per Unsur
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41.

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Pelayanan Publik
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1.

Hasil Survei bulan Februari 2026 terdapat unsur yang nilainya rendah yaitu
U1 (Persyaratan  Pelayanan), U3 (Waktu  Pelayanan/Waktu
Penyelesian/Respon Kecepatan Petugas).

Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu U2

(Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan), U4 (Biaya/Tarif Pelayanan), U5

(Kesesuaian Produk Pelayanan), U6 (Kompetensi Petugas), U7 (Perilaku

Petugas), dan U8 (Penanganan Pengaduan).

Terkait penilaian terendah untuk unsur :

e U1 (Persyaratan Pelayanan), U3 (Waktu Pelayanan/Waktu) hal tersebut
dapat terjadi karena masih adanya persepsi kurang jelasnya informasi
persyaratan serta jangka waktu penyelesaian layanan, sehingga perlu
disosialisasikan kembali terkait standar pelayanan Balai POM di Palu.

4.2. Rencana Tindak Lanjut
1.

Saran/kritik yang masuk

No Saran Rencana Tindak Lanjut Timeline
1 | Semoga proses pengajuan | Mensosialisasikan 31 Maret
izin edar bisa dipercepat terkait  timelineljangka 2026
waktu pelayanan untuk
jenis layanan yang ada
di Balai POM Palu
melalui media sosial
2. Unsur Pelayanan
No Unsur Rencana Tindak Lanjut Timeline
1 | Persyaratan Pelayanan | Mensosialisasikan terkait | 31 Maret
persyaratan yang diperlukan 2026
untuk jenis layanan yang ada di
Balai POM Palu melalui media
sosial
2 | Waktu Mensosialisasikan terkait | 31 Maret
Pelayanan/Waktu timelineljangka waktu pelayanan 2026
Penyelesian/Respon untuk jenis layanan yang ada di
Kecepatan Petugas Balai POM Palu melalui media
sosial
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bulan Februari
2026 dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai POM di Palu, secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik (A) dengan nilai 99,85.

2. Unsur pelayanan dengan nilai rendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu
Persyaratan Pelayanan, Waktu Pelayanan/Waktu Penyelesian/Respon
Kecepatan Petugas.

3. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu
Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Kesesuaian
Produk Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas, dan Penanganan
Pengaduan

4. Telah dibuatkan rencana tindak lanjut terhadap saran/kritik dan unsur
pelayanan yang disampaikan oleh penerima layanan.

Mengetahui Palu, 3 Maret 2026

Kepala Balai POM di Palu, Ketua Tim,

Mardianto, S.Farm., Apt. lis Febriyani, Apt.,M.Sc
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LAMPIRAN

1. Kuesioner
https://bit.ly/SKM _BPOMPALU

2. SK Petugas Pelayanan

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

JL Undata Mo.3 Kota Palu Sulawesi Tengah 941111 Indonesia Telp.(0451) 426738, Hp. 08114538855
BADAN POM Email: bpom_palui@pom.go.id, balaipompaki@email com, Website: palu.pom go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI FENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALL
NOMOR : HE.02.02.4B.01.26.39 TAHUN 2026

TENTANG

PFETUGAS FRONTLINER PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAT PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan di Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Palu, periu dilakukan
pengangkatan petugas pelayanan publik di Balai
Pengawasan Ohat dan Makanan di Palu;

h. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di aras
pethu  ditetapkan  Surat  Keputusan  Kepala Balad
Pengawas Obat dan Makanan i Palu tentang Petugas
Frontliner Pelayanan Puhlik pada Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Palu Tahun 2026,

Mengingal i 1. Undang-Undang Nomor 20 Tehun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara [ASN];

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20323 tentang
Kesehatan;

3. Peraturan Presiden (Perpres] Nomor 3 Tabun 2013
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
MNomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Funpzi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembagn Pemerintah Non Kementerian (Lembar
MNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104;

4. HKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon [ Lembaga
Pemerintah  Non Departemen  sebagaimana  telah
beberapa  kali diubah  terakhit  dengan  Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Lembaga Pemenntiah Non Kementenan;
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Memperhatikan

Menctapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
I3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor
28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023
tentang Orgamisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
39).

DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pahi Tahun
Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-
063.01.2.432917 /2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TENTANG PETUGAS FRONTLINER
PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TAHUN ANGGARAN 2026,

Mengangkat pegawai yang tersebut pada lampiran surat
keputusan ini, sebagai Petugas Frontliner Pelayanan
Publik pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
Tahun Anggaran 2026;

Petugas Frontliner Pelayanan Publik bertanggung jawah
langsung kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Palu;

Petugas Frontliner pelayanan publik agar selalu menjaga
kesopanan, integritas, bersikap professional dan
menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik serta
mengikuti kode etik pelayanan publik Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Palu;

Dokurman in felah Sancatangani 36cara siekioric menggunakan serfio sektront
yoang aherbithan oleh Baly Besar Serifkosl Elskironk (BSrE). Badan Sber can Sand Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Keempat : Surat Keputusan ini berlabu sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan berakhirnyva Tahun Anggaran 2026 dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Palu
Pada tanggal 15 Januar: 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALL,

(=]

=]
g,

MARDIANTO

e inilfedsh Gan| Secars Hekibori mengrunakan serbiike metimad
yang dRerbilan céeh Balol Besar Serifikasl Elskironk (BErE]), Badan Sher can Sandl Megars (BSEM]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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4.

LAMPIRAN

EEPUTUSAN KEFALA BALAT POM DI PALLY
NOMOR FHE 02.02 4B.01.26.39

TENTANG

PETUGEAS FRONTLINER PELAYANAN FUBLIE PADA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALLY
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUGAS FRONTLINER PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI FENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Nama-Nama Petupgas Frontliner Pelayanan Informasi dan Pengaduan -
1. Nowi Yanti Rahmi, 5. Farm., Apt.
2. Iic Febriyani, 5. Farm. Apt., M.Sc.
3. Yasinta Sirau Mallisa, 5. Farm.
4. Hidayatullah, 5.Farm., Apt.
5. Ari Hasna Widyapuspa, 5.51., M.5i.
6. Lidys Santiars, 3. T.P.
7. Okzandi, 5. K. M.

B. NMama-Nama Petugas Frontliner Pelayanan Penpgujian Obat
dan Maksnan :

. Tutus Wijayanti, 5 Farm., Apt.
Vini Mandazari, 5.Farm.

Putu Ayu Warmadewi, 3. T.P.
Indriana Putri, 3.5i.

Shirley Marice Taga

Alifah Mur Aini, 5.TP.

Hapi Genggam Pratama, A Md AP
Nurain Turah, 5.5i.

. Juven Pratama 5.5i.

. Desiana Dwi Widaganti, 5.T.F.

11. Rahmat Wahyu Bumi Wardoyo, 5.Pi.

W e ;e

[
=]

C. Nama-Nama Petugas Frontliner Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor, Izin Penerapan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik, Sertifikaszi Cara Distribusi Obat
yvang Baik, Sertifikazi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat
Tradisional yang Baik, Sertifiltazi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan
Kosmetik yang Baik dan Fekomendasi sebagai Pemohon MNotifika=i
Kosmetik :

1. Andi Dian Suriani, S.Farm., Apt.

2. Muhammad Arifuddin, 551, Apt.

3. Masyita Yuliani, 5 Farm.

4. Fupianus Lebang, 5.51., Apt.

5. Suhartini Lestar A. Liputo, 5.Farm_, Apt.

Dokumer inl tsiah diandatangan sacars sisktmon k manggunakan sariflkal sekinonik
yang citertitican oieh Saial Besar Sertekas! Blskironk (ESE), Badan Sier dan Sand Megara [BESN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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< 3

D. Nama Petugas Resepsionis !
1, Inggar Aprilya

E. Nama-Nama Petugas Kemanan ;

1. Bambang

2. Darmawansa

3. Hendrawan Agustian Hermawan S
4. Kadek Martayasa

5. Steyven Revandri M

6. Gioveano Junanda

Ditetapkan di  : Palu
Pada tanggal : 15 Januarn 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU,

MARDIANTO

Dok ini felah gani secara MenQQLNakan sen fkat ekyoni
yang coarbdban oeh Bala Besar Senfikas Elekyon k (BSeE), Bacan Sber can Sand Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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3. Hasil Olah Data SKM

B 5kM Bulanan S —
T Urutkan &Filter | fcar Q  u v

Tahun & Bulan & unit & Responden & u s [ u s ua 3 us & ue & ur s us us & Index & Aksi
202 Januari Balai Besar POM di Palu P} 100.00 100.00 10000 99.28 %928 100.00 10000 100.00 9928 9976

I 2026 Februari Balai Besar POM di Palu 2 98.85 10000 9981 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9985 I
Tahun Bulan unit Responden u vz u3 us us us [ us us Index

Totalrows: 1to20f2
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